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Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan adanya Undangan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Inter Kementerian
dalam Rangka Tindak Lanjut Kesepakatan ASEAN di Tingkat Nasional serta Konferensi Pusat Studi
ASEAN (PSA) dari Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) terlampir.

Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 4 April 2018 Rektor UNSADA telah menyampaikan
Permohonan Izin Penandatanganan MOU seperti surat terlampir. Namun pada saat itu ada moratorium
dari Kemenlu sehingga belum ditindaklanjuti.

Dengan surat 25 November 2019, moratorium Kemenlu telah dibuka kembali. Untuk itu kami
mengusulkan UNSADA dapat memiliki PSA karena memiliki manfaat bagi UNSADA maupun
mahasiswa, di antaranya:

1. Memberikan kemudahan akses bagi mahasiswa UNSADA untuk magang di unit-unit Kemenlu,
baik kantor pusat maupun lainnya.

2. Memberikan peluang bagi UNSADA untuk mendapatkan anggaran penelitian dan pengabdian
masyarakat dari ASEAN Trust Fund yang dikelola oleh Kemenlu (apabila proposal diterima).

3. Menjalin networking dengan Pusat Studi ASEAN (PSA) tingkat nasional. Saat ini terdapat 58
(lima puluh delapan) PSA di sejumlah universitas di Indonesia dan PSA di 10 (sepuluh) negara
anggota ASEAN.

4. Memberikan kontribusi nilai bagi peningkatan akreditasi UNSADA serta menambah nilai mutu
UNSADA di mata Kemenlu, Kemendikbud, maupun stakeholder terkait karena PSA berlevel
internasional di Kawasan Asia Tenggara.

5. Untuk mendapatkan semua manfaat di atas, UNSADA tidak memerlukan anggaran, sehingga
“low cost, high impact”.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan draft MOU antara UNSADA dan Kemenlu
terlampir.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan Bapak. Sebagai informasi, jadwal penandatanganan sudah
ditetapkan yaitu pada tanggal 16 Desember 2019, seperti surat Kemenlu terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

PIt. Rektor,

P T4 Mardjoko, S.E., MLA.



